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Penelitian ini berjudul "Implementasi Aspek Keselamatan Standart Minimum Rules (SMR) Di Lembaga
pemasyarakatan Klas I1A Narkotika Cipinang”. Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian
empiris dan teoritis. Dalam Aspek keselamatan terdapat beberapa standar yakni tentang
klasifikasi/pemisahan, disiplin, penggunaan kekerasan, penggunaan aat pembatas gerak dan pengaduan.
Alasan kenapa penulis memilih aspek tersebut adalah karena keselamatan dan Hak Asas Manusia
berhubungan erat, keselamatan di Lapas merupakan kebutuhan utama baik untuk petugas maupun
narapidana. Lokas penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I1A Narkotika Cipinang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan implementasi aspek keselamatan Standart Minimum Rules (SMR) pada
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Narkotika Cipinang dipengaruhi oleh pertama overkapasitas pada L apas,
dikarenakan meningkatnya jumlah narapidana/tahanan kasus narkoba, sehingga pemisahan kategori
narapidana atau klasifikasi pada L apas overkapasitas terbentur dengan masal ah terbatasnya sarana dan
prasarana yang terdapat didalam Lapas. Kedua disiplin dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan
tergantung pada kepatuhan narapidana tersebut dan pengel olaannya dilakukan oleh pemuka atau tamping
bukan oleh petugas. Ketiga Komunikasi keluar ataupun pengaduan yang akan dilakukan narapidana akan
disensor terlebih dahulu atau atas seijin Kalapas.

Upaya-upaya yang dilakukan mengatasi hambatan implementasi aspek keselamatan SMR pada L apas
Narkotika Cipinang dengan menambah sarana blok hunian narapidana atau membangun gedung L apas baru
untuk hunian narapidana, dan membuat kebijakan Lapas tentang peraturan disiplin, kebijakan peran dan
tanggung jawab masing-masing tamping dan pemuka di semua bidang, kebijakan mengenai mekanisme
pengaduan.

...... The study istitled "Safety Aspect Implementation of the Standard Minimum Rules (SMR) at Class I1A
Cipinang Narcotic Correctional Institution”. The background of the title selection is based on empirical and
theoretical studies. In the safety aspect that there are some standards on the classification / separation,
discipline, use of force, the use of alimiting motion and complaint. The reason why the author chose this
aspect is due to the safety and human rights are closely linked, safety in prisonsis amajor requirement for
officers and inmates. L ocation of research done at Classs I1A Cipinang Narcotics Correctional Institution.
The research method used in this research is using qualitative approach.

The results shows that safety aspect implementation of the standard minimum rules (SMR) in the Cipinang
Narcotics Correctional Institution first affected by overcapacity, due to the increasing number of inmates/
detainees drug case, so the separation of category or classification of inmates in Correctional Institution
overcapacity collided with the problem of limited means and infrastructure that may be in Correctional
Institution. Both discipline and order in the Correctional Institution inmates are dependent on compliance
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and managed by leaders or tamping not by officers. Third Communication complaints out or to be carried
prisoners to be censored or for permission first from Kalapas.

Efforts were made to overcome barriers to the implementation of the safety aspects of SMR at Narcotics
Prison Cipinang by adding residential block inmates or means of building new Correctional Institution for
housing inmates, and make policy on Correctiona Institution disciplinary rules, policies, roles and
responsibilities of each tamping and leadersin all areas, the policy on complaints mechanism.



